
WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 5 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2017 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 

TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

a. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam 

Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan Dan Administratif 

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika 

kebutuhan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu 

dilakukan perubahan sesuai Peraturan Perundang­

undangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 

Tentang Bak Keuangan Dan Admihistratif Pimpinan 

Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang­

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah­

Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Be bas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

,r"\. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi9 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6396); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 

Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

8 . Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

r\ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3243); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

AnggotaDewan Petwakilan Rakyat Daerah (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

i 



Menetapkan : 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 

18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan· Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 12); 

20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2); 

22. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan Dan Administratif 

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 201 7 Nomor 

45) 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTANOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 

12 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 10 diubah dan disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal l0A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah negara untuk 

Pimpinan dan Anggota DPRD 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah 

Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 

tunjangan perumahan. 

(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan 

ketentuan: 

a Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai 

Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya 

diberikan salah satu tunjangan perumahan; 

b Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya 

menjabat sebagai Walikota/ Wakil Walikota pada daerah yang 

sama tidak diberikan tunjangan perumahan; dan 

c Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan 

sementara tidak diberikan tunjangan perumahan. 

(4) Besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh melebihi besaran 

tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi 

Jawa Timur. 

Pasal l0A 

( 1) Besaran tunjangan perumahan yang diberikan kepada Pimpinan dan 

anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) 

sebagai berikut : 

a. Ketua DPRD, sebesar Rp.15.418.000,- (lima belas juta empat 

ratus delapan belas ribu rupiah) per orang/per bulan; 

b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 12.619.000,- (dua belas juta 

enam ratus sembilan belas ribu rupiah)per orang/per bulan; dan 

c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 7.863.000,- (tujuh juta delapan ratus 

enam puluh tiga ribu rupiah) per orang/per bulan. 
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(2) Pajak-pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan 

perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan_sesuai 

Peraturan Perundang-undangan. 

2. Ketentuan Pasal 11 diubah dan disisipkan 3 (tiga) pasal yakni pasal 1 lA, 

pasal 1 lB, dan pasal 1 lC, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Kendaraan dinas 

jabatan bagi Pimpinan DPRD sesuai ketentuan standar kendaraan 

dinas jabatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan 

(2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

-~ dapat disewa belikan, diguna usahakan, dipindahtangankan 

dan/ atau diubah status hukumnya. 

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD yang telah disediakan Kendaraan dinas 

jabatan berhenti atau berakhir masa baktinya, maka kendaraan 

dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada 

Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal 

berhenti atau berakhirnya masa bakti. 

(4) Tata cara pengembalian kendaraan dinas jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada 

ketentuang Peraturan Perundang-undangan tentang barang milik 

daerah 

Pasal 1 lA 

Biaya pemeliharaan/ perawatan kendaraan dinas jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 11 dibebankan pada APBD yang dianggarkan 

dalam DPA-SKPD Sekretariat DPRD. 

Pasal 1 lB 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan 

dinas jabatan bagi Anggota DPRD, maka kepada Anggota DPRD 

diberikan tunjangan transportasi. 

(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. 

(3) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan 

tunjangan transportasi 
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(4) Besaran tunjangan trarisportasi bagi anggota DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), tidak boleh melebihi besaran tunjangan 

transportasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. 

Pasal 1 lC 

(1) Tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 lB ayat (2) adalah sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta 

sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per orang/per bulan. 

(2) Pajak-pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan 

transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai 

Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal 24 Jarmari 2020 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

Ttd. 

Rudy Wijonarko 

Ditetapkan di Blitar 

Pada tanggal 24 Januari 2020 

WAKIL WALIKOTA BLITAR, 

Ttd. 

SANTOSO 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 5 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi 

0£ 
AHMAD TOBRONI. SH 

Pembina Tk I 
NIP. 196709091998031008 
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